WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR: (§p / 224 / 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG'

TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun
2010 tentang Teknis Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan pada tanggal 07
Oktober 2010 dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010
Nomor 11 pada tanggal 12 Oktober 2010, maka
untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan

Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan -sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota -Sibolga Nomor 11 Tahun
2010 tentang Teknis  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan -Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ‘
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang ...
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10.

11.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32);

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian  (Lembaran  Negara : Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor
3474); : :

. Uﬁdang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan :Luar ‘Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

12. Undang-Undang ...



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran : Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor: 161, Tambahan Lembaran
Négara Reptiblik Indonesia Nomor 5080);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954
tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 569);

Peraturan . Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994
tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan
Keimigrasian (Lembaran - Negara  Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3562);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2007, tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4676);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736); , '

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8(?, '
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4736);

20. Peraturan ...
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Menetapkan

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presideh Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasmnal

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor : 12 Tahun
2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan

dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara
lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian serta tugas pokok Pejabat
Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang -

Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008
Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ' KOTA
SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG

TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Walikota adalah Walikota Sibolga.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adala.h Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Sibolga.

6. Administrasi ...



6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
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Pasal 2

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota S1b01ga Nomor 11 Tahun 2010
tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil dan dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Sibolga. :

Ditetapkan di Sibolga




